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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Izin Lingkungan pada pengelolaan limbah kulit dalam konsep politik lingkungan
di Kota Tasikmalaya. Kegiatan pengusaha ini beroperasi secara bebas tanpa ada
fungsi pengawasan dari pemerintah, contohnya kegiatan membuang limbah
sembarangan kesungai yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan
khususnya perairan sungai menjadi kurang kondusif. Teori dalam penelitian ini
menggunakan teori analisis kebijakan publik dan konsep politik lingkungan, serta
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
deskriptif dengan teknik analisis data model interaktif. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik
penentuan informan purposive sampling Kemudian validitas data menggunakan
triangulasi sumber data.

Kegiatan pengusaha kerupuk kulit di Kelurahan Tuguraja Kecamatan
Cihideung Kota Tasikmalaya, beroperasi tanpa ada pengawasan yang jelas baik
pada izin usaha ataupun izin lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang lIzin Lingkungan, Pasal 21 menjelaskan mengenai kewajiban pengusaha
terhadap izin lingkungan salah satunya pada pengelolaan limbah. Perusahaan ini
berdampak terhadap lingkungan sekitar karena pengelolaan limbah hasil produksi
kerupuk kulit di buang sembarangan kesungai dan menyebabkan pencemaran
lingkungan, serta banyak pihak-pihak yang dirugikan dari kegiatan tersebut.
Pemerintah mengakui bahwa Implementasi kebijakan tentang izin lingkungan
masih kurang disosialisasikan dengan demikian pemerintah melalui Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait, akan lebih maksimal dalam melakukan tugas dan
kewajibannya seperti pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan
khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Politik Lingkungan, Analisis Kebijakan Publik
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ABSTRACT

This study analyzes Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang lzin
Lingkungan in the management of skin waste in the concept of environmental
politics in the City of Tasikmalaya. The activities of these entrepreneurs operate
freely without any supervisory function from the government, for example
activities to dispose of careless waste in the river which has a negative impact on
the environment, especially river waters become less conducive. The theory in
this study uses the theory of public policy analysis and the concept of
environmental politics, and the research method used in this research is
descriptive qualitative method with interactive data analysis techniques. The
technique of data collection is done by the method of observation, interview and
documentation with the technique of determining the informant purposive
sampling Then the data validity uses triangulation of data sources.

The business activities of leather crackers in Kelurahan Tuguraja
Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya City, operate without clear supervision either
on business permits or environmental permits. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang lzin Lingkungan, Pasal 21 deals with the obligations of employers
to environmental permits, one of which is waste management. This company has
an impact on the surrounding environment because the management of waste
from the production of skin crackers is disposed of carelessly in the river and
causes environmental pollution, as well as many disadvantaged parties from the
activity. The government recognizes that the implementation of environmental
permits policies is still not socialized so that the government through the relevant
Regional Work Units, will be more maximal in carrying out its duties and
obligations such as guidance and supervision of companies especially those
related to the environment.

Keywords: Environmental Politics, Public Policy Analysis.



